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ABSTRAK

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK,  TINGKAT PEMAHAMAN PERATURAN
PAJAK WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA TAMBORA

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh KESADARAN WAJIB PAJAK,
TINGKAT PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK Penelitian ini dilakukan di KPP DI
KPP PRATAMA TAMBORA. Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen,
KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK WAJIB
PAJAK DAN SANKSI PAJAK dan variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama tambora. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan purposive sampling dengan
jumlah sampel sebanyak 100 responden. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu
kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan model analisis regresi
berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel KESADARAN WAJIB PAJAK,
TINGKAT PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kata kunci: Kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak, tingkat
kepatuhan wajib pajak

EFFECT OF TAXPAYER AWARENESS, UNDERSTANDING OF REGULATION OF TAX
TAXPAYERS AND TAX PENALTIES ON THE LEVEL OF COMPLIANCE WITH
TAXPAYERS IN KPP Pratama Tambora

His study was conducted to determine the effect TAXPAYER AWARENESS,
UNDERSTANDING OF REGULATION OF TAX TAXPAYERS AND TAX PENALTIES ON
THE LEVEL OF COMPLIANCE WITH TAXPAYERS This research was done in KPP IN
KPP Pratama Tambora. In this study using independent variables, TAXPAYER
AWARENESS, UNDERSTANDING OF REGULATION OF TAX TAXPAYERS AND TAX
PENALTIES and the dependent variable is the level of tax compliance. The population in this
study are all taxpayer in the Tax Office (KPP) Pratama Tambora. The sampling technique is
purposive sampling with a sample size of 100 respondents. This study uses primary data is
the questionnaire. This study uses a quantitative method with multiple regression analysis
model. The results of this study showed that variables TAXPAYER AWARENESS,
UNDERSTANDING OF REGULATION OF TAX TAXPAYERS AND TAX PENALTIES
positive and significant impact on tax compliance.

Keywords: Awareness taxpayer, understanding tax laws, tax penalties, the level of tax
compliance
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung

secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus memperhatikan masalah pembiayaan

pembangunan untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut,. Usaha suatu bangsa agar bisa

mandiri dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan cara menggali sumber pendapatan

pemerintah. Sumber pendapatan pemerintah berasal dari pendapatan pajak dan pendapatan

non pajak Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk

membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran

Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan

dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka

pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari

penerimaan pajak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai instansi pemerintahan di bawah

Departemen Keuangan sebagi pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha

meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan yang

lebih modern.

Penerimaan Negara dari sektor pajak merupakan salah satu sumber peneriman negara

yang penting. Bahkan dengan diberlakukannya UndangUndang

otonomi daerah maka penerimaan negara khususnya penerimaan dari sektor pajak memiliki

peranan yang sangat besar bagi peningkatan jumlah dana pembangunan nasional dan

pembiayaan rutin. Pendapatan Negara dari realisasi pajak pada 31 desember   mencapai Rp
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1.055 triliun setara 81,5 persen dari target Rp 1.294,25 triliun dalam Anggaran Pendapatan

Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015.

Menyadari akan besarnya peranan pajak untuk menggerakkan roda pemerintah dan

pembangunan maka sejak tahun 1983 telah dilakukan usaha-usaha dalam bentuk reformasi

sistem perpajakan nasional secara terus menerus. Terakhir dikeluarkan Undang-undang RI

No. 42 tahun 2009, yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang RI No. 8 tahun

1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Reformasi sistem perpajakan nasional memang dapat dikatakan telah meningkatkan

penerimaan pajak. Namun kecepatan pertumbuhan penerimaan pajak belum mencapai hasil

yang seperti diharapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan rendahnya tax ratio Indonesia.

Faktor yang menyebabkan rendahnya tax ratio adalah rendahnya pendapatan per kapita,

tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah (kesadaran masyarakat akan kewajiban

perpajakan masih sangat rendah), wajib pajak dalam melaporkan peredaran usaha dan

penghasilannya sebagian besar belum dilakukan secara transparan, dan tingkat efisiensi

administrasi perpajakan yang belum maksimal. Rendahnya kesadaran masyarakat akan

kewajiban perpajakan ini seringkali disebabkan oleh karena ketidaktahuan masyarakat akan

aturan perpajakan. (Yadnyana dan Sudiksa, 2011).

Adapun upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan

merubah sistem pemungutan pajak dari official assessment system menjadi self assessment

system yang mulai diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1983 yang sangat

berpengaruh bagi wajib pajak dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk

menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang. Self

assessment system juga mengharuskan wajib pajak untuk siap menghadapi pengujian

kepatuhan atas pajak yang dilaporkan, yakni menghadapi pemeriksaan. Perubahan sistem
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perpajakan tersebut dimaksudkan untuk menjadikan wajib pajak sebagai subjek mandiri

dalam pemenuhan hak untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan dan

penyederhanaan serta peningkatan efisiensi administrasi di bidang perpajakan. Selain itu

diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak.

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Nurmantu yang dikutip dalam Rahayu

(2010:138), menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu

keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak

perpajakannya. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam

menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu

kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan

oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini

yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Menurut Norman D.

Nowak, Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu, suatu iklim kepatuhan dan

kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana wajib pajak

paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang

terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya..

Menurut Dwijogeastedy (2010) dalam Agustiantono (2012) mengungkapkan bahwa

belum ada kepatuhan dalam membayar pajak dikarenakan masyarakat yang belum yakin

dengan Undang-Undang Perpajakan. Selain itu terdapat pula adanya rasa ketidakpercayaan

terhadap petugas pajak. Oleh karena itu, masyarakat pun mencoba-coba untuk mengurangi

atau bahkan menyembunyikan kewajiban membayar pajaknya. Sedangkan transparansi

penggunaan uang hasil pajak belum terlaksana dikarenakan pajak itu bukan hanya memungut

saja dari masyarakat, tapi juga perlu ada penjelasan digunakan untuk apa saja uang hasil
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pajak tersebut. Apakah benar semua alokasi dana yang bersumber dari kontribusi pajak

digunakan secara tepat dalam rangka mencapai pembangunan nasional yang adil dan merata

untuk masyarakat Indonesia. Selain itu persepsi masyarakat yang menganggap dirinya

sebagai objek pajak yang digunakan sebagai sumber pendapatan Negara. Sedangkan

sebenarnya wajib pajak merupakan subjek atau pelaku dalam sistem perpajakan itu sendiri,

sehingga pemerintah melibatkan wajib pajak dalam sistem pembayaran pajaknya sendiri.

Wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut dapat memenuhi dan

melaksanakan kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan karena

merupakan suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh semua wajib pajak. Kepatuhan

wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari

wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan

negara dari sektor pajak.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam peningkatannya.

Diantaranya adalah pemahaman dari wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Peningkatan

kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari pemahaman wajib pajak terhadap Undang-Undang

dan peraturan perpajakan dan faktor individu yaitu sikap dari masyarakat wajib pajak. Kedua

faktor ini akan mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya

dibidang perpajakan. Kepatuhan dalam wajib pajak akan mendorong terhadap peningkatan

penerimaan negara dari sektor pajak.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam

memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih, 2011). Fenomena yang terjadi

saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan pajak.

Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan perlu memahami

secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain mengetahui dan berusaha memahami

Undang-Undang Perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak,
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Selalu membayar pajak tepat waktu, cara melaporkan SPT . Pada fenomena yang terjadi

tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap seseorang dalam memenuhi kewajibannya

dalam perpajakan.

Dalam hal pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat dikatakan

belum semua wajib pajak memahami. Masih ada wajib pajak yang menunggu ditagih baru

membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode lama. Hal ini dapat menurunkan

jumlah penerimaan pajak negara serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Sejak terbitnya

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, yang kemudian diubah dengan UU No. 28 Tahun

2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dikenal istilah Self

Assessment System yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung,

membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Dengan dianutnya sistem Self

Assessment System, maka selain bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak,

pengetahuan teknis perpajakan yang memadai juga memegang peran penting, agar wajib

pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Karena melalui

sistem ini, setiap wajib pajak di wajibkan mengisi sendiri dan menyampaikan Surat

Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas (Wulandari, 2007 dalam

Nugroho, 2012).

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan

menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap

peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan

diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-

benar paham, mereka akan tahu sanksi adminstrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan

SPT dan NPWP. Pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan yang

berlaku di Indonesia diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pajak.
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Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas,

menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang

terutang tepat pada waktunya. Sebelumnya penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan

pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (Richardson, 2006) dalam

Hardiningsih (2011). Artinya, wajib pajak lebih bersedia untuk mematuhi aturan dan

ketentuan yang berlaku jika mereka memahami konsep dasar perpajakan.

Kata sanksi dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti tanggungan (tindakan, hukuman,

dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-

undang. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan (Norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata

lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma

perpajakan

Pelaksanaan snksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban

perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan.

Pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban

perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib

pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa

denda akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak.Berdasarkan kondisi

yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini berjudul, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,

PemahamanPeraturan pajak , dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

orang pribadi di KPP Pratama Tambora

B. Identifikasi Masalah
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Kesadaran merupakn hal yang terpenting dalam diri WP, sehingga diperlukan

kesadaran agar wajib pajak memjadi patuh dengan adanya kesasadaran WP,maka WP akan

melakukan pembayaran sesuai dengan undang –undang yang berlaku.selain itu hal yang

dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman peraturan pajak. Seorang

wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan perlu memahami secara penuh

tentang peraturan perpajakan. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan

perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi perpajakan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat diidentifikasi – identifikasikan

masalah pada skripsi ini adalah ada atau tidaknya hubungan antara Pengaruh Kesadaran

Wajib Pajak, pemahaman peraturan pajak dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan

Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Tambora

C. Ruang lingkup

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sepertikesadaran

wajib pajak pelayanan fiskus sanksi pajak pemahaman peraturan pajak lingkungan wajib

pajak penerapan sistem administrasi perpajakan modern

dan lain – lain mengingat akan keterbatasan waktu kemudahan memperoleh data kemampuan

data yang dimiliki penulis serta untuk menjaga penelitian yang terarah maka penelitian ini

perlu dibatasiruang lingkupnya. Dalam penelitian ini hanya akan dibahasWajib pajak orang

pribadi bukan Wajib badan yang terdapat di KPP Pratama Tambora

D. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang identifikasi masalah dan Ruang lingkup yang telah

dijelaskan maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

2. Apakah pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
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3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

E. Tujuan dan manfaat

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoretis

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan

formal wajib pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai

kepatuhan formal wajib pajak.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dalam

penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan pajak dan sanksi

pajak, terutama bagi daerah lokasi penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Melalui Sistematika penulisan ini akan dijelaskan secara singkat isidari masing –

masing bab sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan
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BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini mengenai tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang akan digunakan

dalam analisis penelitian.tinjaun pustaka berisikan pengertian kepatuhan wajib

pajak, kesadaran wajib pajakpemahaman peraturan pajak dan sanksi pajak

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini mengenai obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik

pengolahan data yang akan digunakan menganalisis data yang diperoleh

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini mengenai gambaran umum unit observasi yang terdiri atas statistic

deskriptif kuisioner, responden, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis

regresi linear berganda, dan uji hipotesis.

BAB V: BAB PENUTUP

Bab ini mengenai yang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang

diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil

penelitian
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